BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian, terkait perlakuan akuntansi aktiva

tetap pada Dinas Kesehatan Kota Kupang Menurut PP 71 Tahun 2010 peneliti

menjelaskan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perlakuan akuntasi aset tetap seperti pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas KesehatanKota Kupang pada
prinsipnya sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

Pengakuan aktiva tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan Kota
Kupang sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

Pengukuran aktiva tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan Kota
Kupang, aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai perolehannya semua aktiva
tetap diperoleh melalui pembelian tunai dengan sumber dananya dari
APBN. Hal tersebut sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

Kebijakan penyusutan aktiva tetap pada Dinas Kesehatan Kota Kupang
sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 karena sudah diterapkan
penyusutan aset. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus.
Dinas Kesehatan Kota Kupang sudah menyajikan komponen aset tetapnya
dengan baik dan benar pada laporan posisi keuangan, hanya saja dalam
neraca gedung dan bangunan diakui nilainya sebesar Rp.67.260.728.316
sedangkan perolehan gedung dan bangunan yang terdapat pada daftar
inventaris barang pada tahun 2018 dengan nilai perolehannya sebesar

Rp.7.320.750.000.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal berikut

agar perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Kesehatan Kota Kupang

menjadi lebih baik lagi berdasarka PP No.71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1.

Dinas Kesehatan Kota Kupang harus lebih teliti dalam menentukan nilai
perolehannya pada saat perhitungan penyusutan apakah nilai tersebut sudah
sesuai dengan harga perolehan yang tercatat pada kartu inventaris barang.
Dinas Kesehatan Kota Kupang harus lebih teliti lagi dalam melakukan
penyajian aset tetap pada neraca. Harus melihat apakah penyajian dalam
neraca sudah sesuai dengan jumlah aset tetap yang berada di data
inventaris.

Melakukan pelatihan terhadap petugas secara berkala agara lebih
memahami akuntansi dan laporan keuangan terkait PP No.71 Tahun 2010.
Pemerintah wajib menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat

dipertanggungjawabkan secara benar, terarah, dan akurat.
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